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TINDAK PIDANA PERBANKAN

I. Tindak Pidana Secara Umum

Tindak Pidana, selain dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran biasanya dalam teori dan praktek dibedakan pula antara lain dalam

1. Delik Dolus 

2. Delik Culpa

3. Delik Commissionis 
4. Delik Omissi

5. Delik biasa
6. Delik yang dikualifisir
7. Delik yang terus berlanjut 
8. Delik tidak berlanjut

II. Tindak Pidana Ekonomi 

Pelanggaran pada dunia perbankan merupakan bagian dari pelanggaran tindak pidana ekonomi. 

Conklin, merumuskan dan mengidentifikasikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Suatu perbutan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana;

2. Yang dilakukan oleh seseorang, atau korporasi di dalam pekerjaannya yang sah atau di dalam pencarian/usahanya di bidang industri atau perdagangan;

3. Untuk tujuan: memperoleh uang atau kekayaan; menghindari pembayaran uang atau menghindari kehilangan/kerugian kekayaan; memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi. 

III. Tindak Pidana Perbankan 

Pola tindak pidana di bidang perbankan seringkali rumit, karena pelakunya adalah rata-rata orang yang ahli di bidangnya, juga sering sangat rapi, dan terselubung (disguise of purpose or intent / penyamaran tujuan kejahatan), maka tindak pidana di bidang perbankan, dikelompokkan sebagai white collar crime.

White Collar Crime, untuk pertama kalinya dipergunakan oleh Edwin Sutherland, pada tahun 1939 dalam bukunya yang berjudul “White Collar Crime”. Sekarang ini kita biasa mempergunakan istilah tersebut yang diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam melakukan pekerjaannya.

Menurut definisi dari Kepolisian Republik Indonesia, white collar crime, adalah:

Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dari kalangan sosial ekonomi tingkat atas, dalam hubungannya dengan kegiatan pekerjaan atau jabatannya. Biasanya orang-orang tersebut memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi serta jabatan baik di pemerintahan maupun swasta.

Kejahatan White Collar Crime, dapat dikelompokkan dalam:

1. Kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya, seperti advokat atau penasehat hukum, akuntan, dokter;

2. Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya seperti korupsi dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran terhadap hak warga negara;

3. Kejahatan korporasi. 

Prof. Dr. Muladi, SH memberikan identifikasi white collar crime yang meliputi:

1. Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud, dan tujuan kejahatan;

2. Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan si korban, yang dalam hal ini kurangnya keahlian, kurangnya pengetahuan dan keteledoran si korban yang dimanfaatkan;

3. Penyembunyian pelanggaran. 

Ciri khas kejahatan kerah putih ini, yaitu:

1. Paling banyak terjadi pada lembaga-lembaga kepercayaan masyarakat;

2. Kecenderungan adanya kolusi antara pelakunya 

(Lihat aturan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Pasal 1 angka 4)

3. White Collar Crime baru dapat diidentifikasi setelah selang beberapa waktu karena kerapihan pelakunya, hal ini yang membedakan dengan kejahatan konvensional.
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IV. Tipologi Kejahatan Perbankan

Secara garis besar bentuk kejahatan, dan pelanggaran yang sering terjadi di bidang perbankan, yaitu di antaranya:

1. Penipuan atau kecurangan di bidang perkreditan (credit fauld);

Bentuk kecurangannya adalah:

a. Mark up;

b. Memberikan keterangan secara menyesatkan (dihubungkan dengan Pasal 35 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia);

c. Memperlancar pemberian kredit, dengan cara tidak semestinya (dihubungkan dengan Pasal 49 ayat (2) huruf a UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, juga UU No. 31 tahun 1999 sebagai pengganti UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan Pasal 3);

d. Pengajuan agunan fiktif (dihubungkan dengan Pasal 378 atau Pasal 372 KUHP);

e. Pemalsuan kartu kredit (dihubungkan dengan Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan surat);

2. Pengelapan dan-dana masyarakat (embezzlement of public funds), kejahatan atau kecurangan yang dilakukan dapat berupa:

a. Dana masyarakat yang sudah terkumpul digelapkan dan dibawa kabur ke luar negeri oleh pengelola bank (contoh kasus Bank Dwimanda dan Bank Gunung Palasari);

b. Berupa pembuatan dokumen asli tapi palsu;

c. Pemindahbukuan dan transfer fiktif;

d. Penggelapan dengan bantuan sarana tehnologi (contohnya dapat melalui internet, melalui ATM atau sarana komputer);

3. Penyelewengan atau penyalahgunaan dana-dana masyarakat (misappropriation of public funds) kejahatan atau kecurangan yang dilakukan dapat berupa:

a. Penyalahgunaan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank yang dengan sengaja menggunakan dana masyarakat ke dalam kegiatan usahanya yang penuh spekulasi;

b. Pemilik tidak mengindahkan ketentuan yang mengatur mengenai pemberian kredit kepada kelompok usahanya, sehingga terjadi pembengkakan kredit macet dan akhirnya bank tersebut dicabut izinnya (contoh a dan b adalah Bank Summa);

c. Dana masyarakat yang terkumpul digunakan untuk kepentingan sendiri, atau dipinjamkan hanya untuk suatu kelompok usahanya sendiri tanpa diserttai jaminan sehingga akhirnya bank itu tidak dapat mengembalikan dana masyarakat tersebut.

d. Menjalankan usaha bank dalam bank (menjalankan usaha bank tanpa izin yang berlindung pada usaha bank yang resmi).

4. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan (violation of currency regulations)

Bentuk dari pelanggaran yang tercantum pada UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, antara lain:

a. Pasal 46

b. Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 47A

c. Pasal 48 yat (1)

d. Pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan huruf  c

e. Pasal 49 ayat (2) huruf a dan b

f. Pasal 50

Contoh pelanggaran yang berhubungan dengan Bank Sentral berdasarkan UU No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral, antara lain:

a. Pasal 49

b. Pasal 50

Sedangkan menurut UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, antara lain:

a. Pasal 65

b. Pasal 66

c. Pasal 67

d. Pasal 68

e. Pasal 69

f. Pasal 70 ayat (1)

g. Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2)

5. Pencucian uang (money laundering)

Di atur pada ketentuan UU No. 25 tahun 2003 tentang perubahan atas UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 

V. Pengenaan Pidana Terhadap Kejahatan dan Pelanggaran Perbankan

Pada dasarnya mengikuti ketentuan yang diatur pada Pasal 10 KUHP, yakni pengenaan pidana pokok dan pidana tambahan. Sedangkan ketentuan yang ada pada UU Perbankan adalah mengenai pidana terhadap perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang terjadi ahnya mengenakan pidana berupa penjara, kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahannya hampir selalu menyertai setiap pengenaan pidana pokok tersebut, baik berupa alternatif pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu serta pengumuman putusan hakim.

Ketentuan sanksi administrative dapat dilihat pada Pasal 52 dan Pasal 53 UU Perbankan. Kemudian diatur pula pada ketentuan Bank Indonesia yakni pada UU No. 23 tahun 1999 yang terdapat pada Pasal 72.

VI. Tindak Pidana Eknomi

VII. Tindak Pidana Ekonomi


